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UNIVERSITAS BUNG HATTA 

BAB IV 

PENUTUP. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Analisis yuridis pembedaan perlakuan kebudayaan terhadap 

masyarakat kepulauan Mentawai dalam perspektif Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat bahwa 

dengan disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang 

Provinsi Sumatera Barat menimbulkan persoalan bagi masyarakat 

Kepulauan Mentawai yang mengacu kepada isi Undang-Undang 

tersebut yakni Pasal 5 huruf C. Masyarakat kepulauan Mentawai 

sangat menyayangkan dalam Undang-Undang tersebut malah 

mendiskriminasikan budaya dan Undang-Undang itu juga belum 

mengakomodir serta mengakui budaya Mentawai sebagai salah satu 

karakteristik Provinsi Sumatera Barat. 

2. Upaya Perlindungan hukum pembedaan perlakuan kebudayaan 

terhadap Masyarakat kepulauan Mentawai dalam perspektif 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang provinsi Sumatera 

Barat yang dilakukan dengan cara: 

a) Judicial Review  

b) Usulan Revisi Undang-Undang Oleh DPR 
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B. Saran 

1. Dalam pembentukan Undang-Undang berbasis daerah harus 

melibatkan Partisipasi masyarakat seperti tokoh adat . 

2. Dalam Pembentukan Undang-Undang daerah yaitu DPR dan Presiden 

harus memperhatikan secara regulasi bentuk format daerah tersebut. 
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